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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3339);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara 

Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4488); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4488); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Luwu; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU 

NOMOR 5 TAHUN 2013  

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

A. UMUM  

 

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j, yang menyerahkan 

sepenuhnya penanganan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan jenis pajak ke Daerah 

menjadi sarana penguat dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu sehingga untuk mengoptimalkan 

pemungutan dan pemanfaatannya diperlukan langkah strategis dalam menggali potensi 

objek pajak ini guna lebih menambah Pendapatan Asli Daerah.  
 

  Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan dipandang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat di Kabupaten 

Luwu sehingga perlu dilakukan perubahan. 

 

 

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

 Pasal I 

Cukup Jelas 

 

 Pasal II   

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 


